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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan bab yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hakim  Pengadilan Negeri Bale Bandung 

terhadap Penguasaan tanah hak milik Adat Blok Situ Tengah 

Nomor 132/Pdt./G/2010/PN. BB, yaitu Hakim memutuskan 

untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Adapun dasar 

hukum Hakim dalam Putusan sudah diterapkan dan sesuai 

dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 

atas dasar peralihan tanah hak milik adat menjadi tanah negara 

dan pemberian hak milik penguasaan tanah yang dikuasai orang 

lain atas perbuataan hukum itu telah mengakibatkan serta 

menimbulkan kerugian yang sangat besar/berarti bagi 

penggugat. Sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. 

Dalam hal ini hakim memutuskan perkara Putusan berdasarkan 

aspek Yuridis (Kepastian), aspek Filosofis (keadilan) dan Aspek 

Sosiologis (kemanfaatan) guna mendapatkan hasil putusan yang 

adil dan tidak merugikan banyak pihak. 

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penguasaan tanah hak 

milik dalam putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB dijelaskan 

dalam Fiqih klasik ditemukan topik pembahasan, yaitu mal 

(harta) dan milkiyyah (kepemilikan) Dapat dipahami bahwa  

para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk 

mengaturnya atas dasar kesukarelaan untuk memperoleh harta 

dengan cara yang baik atau halal tanpa adanya unsur paksaan 

dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188  agar sama-sama  
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merasa diuntungkan dan tidak ada merasa dirugikan karena 

Islam mengajar kita untuk selalu berbuat adil dan jujur.  

B. SARAN  

1. Pelaksaan Penguasaan tanah adat mengklaim tanah objek 

sangketa sebagai tanah Negara dan merasa paling berhak 

diberikan hak milik maka harus dihubungkan dengan 

konsideran dan diktumnya, bahwa tanah objek sangketa yang 

ditetapkan sebagai tanah Negara dan diberikan sebagai  hak 

milik kepada Tergugat lainnya yang timbul persengketaan hak 

atas tanah objek sangketa tersebut harus diputuskan melalui 

proses pembuktian didepan dan melibatkan kewenangan 

lembaga peradilan. apabila putusan yang sudah in kracht atau 

berkekuatan hukum tetap  artinya semua putusan itu harus 

dijalankan oleh Panitera atas perintah hakim dan para pihak 

harus mematuhi putusan hakim itu sesuai penjelasan 195 HIR. 

2. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat, untuk melakukan 

jual beli tanah dengan sertifikat dan di perlukan surat 

keterangan dari Kepala Desa/ Lurah sebagai kepastian bagi 

kepemilikan, penguasaan, penggunaan, peralihan atau 

perolehan tanah sesuai dengan catatan dalam buku register 

desa/kelurahan dan keterangan mengenai ada tidaknya sangketa 

terhadap tanah tersebut dengan pihak lain dan tidak menjadi 

jaminan suatu hutang. 
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